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Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan mutasi terjadi di PT Awal Bros 
Karya Medika terhadap karyawan bernama Maya Puspita Sari dan Alina Humaira. 
Hal tersebut tidak dibenarkan dalam PN Pekanbaru, namun dalam kasasi 
dibenarkan. Maka permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana 
implementasi keadilan dan kepastian hukum dalam putusan tingkat pertama dan 
kasasi berdasarkan UUK dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan 
pada pekerja yang menolak mutasi dalam perkara tersebut. Penelitian ini termasuk 
Penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primernya berupa Putusan 
No.12/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Pbr dan Putusan No. 966 K/Pdt.Sus-PHI/2018 yang 
kemudian dianalisis dengan UUK, peraturan-peraturan terkait. Kesimpulan akhir 
dari penelitian ini adalah mutasi yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 31 dan 
32 UUK dan mutasi yang dilakukan tidak patut sehingga penolakan yang 
dilakukan sangat beralasan hukum. Maka sebenarnya PN telah benar dalam 
menerapkan UUK sehingga tercapai kepastian hukum dan keadilan. Sedangkan 
dalam kasasinya berdasarkan UUK kurang tepat jika hanya Pasal 153 yang 
dijadikan pertimbangan hukum tanpa mempertimbangkan pasal-pasal lain yang 
terkait. Selain itu, salah satu poin penting dari perlindungan hukum adalah 
penerapan dan penegakan suatu peraturan yang dalam hal ini adalah UUK. Maka 
pasal 31 dan 32 mengenai mutasi, pasal 83 mengenai fasilitas menyusui, pasal 153 
semua pihak untuk mengantisipasi PHK harus benar-benar ditegakkan untuk 
mencapai kepastian hukum. 
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Termination of Work Relations (PHK) based on mutations occurred at PT Awal 
Bros Karya Medika to an employee named Maya Puspita Sari and Alina Humaira. 
This is not justified in the Pekanbaru District Court, but in the case it is justified. 
Then the problem that the writer raises is how the implementation of justice and 
legal certainty in the first level of decisions and cassation based on the Law and 
how legal protection is given to workers who reject mutations in the case. This 
research includes normative juridical research with primary legal material in the 
form of Decision No.12 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Pbr and Decision No. 966 K / 
Pdt.Sus-PHI / 2018 which was then analyzed by the UUK, related regulations. 
The final conclusion of this study is that the mutations carried out are not in 
accordance with Articles 31 and 32 of the UUK and the mutations carried out are 
inappropriate so that the refusal to be conducted is legal. So actually PN has been 
right in implementing UUK so that legal certainty and justice are achieved. 
Whereas the cassation based on UUK is not appropriate if only Article 153 is 
taken into account without considering other relevant articles. In addition, one 
important point of legal protection is the application and enforcement of a 
regulation which in this case is the Law on Manpower. Then articles 31 and 32 
regarding mutation, article 83 concerning breastfeeding facilities, article 153 all 
parties to anticipate layoffs must be strictly enforced to achieve legal certainty. 
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